BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 0221 /A0 Yonue 568

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo, terutama
pada proses penghapusan Barang Milhk Daerah
Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Panitia

Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten
Sukoharjo;

. bahwa dengan Dberlakunya Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
028.1.05/719/2013 tentang Pembentukan Panitia
Penghapusan Barang Milhk Daerah Kabupaten
Sukoharjo perlu diganti;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurut b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggangjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 958,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelclaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar  Akutansi
Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425).



Menetapkan

K

ESATU
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KETIGA

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 518).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236};

MEMUTUSKAN:

Membentuk Paniitia Penghapusan Barang Milik Daerah
Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan int.

Tugas dan Tanggung jawab Panitia sebagaimana
dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. menginventarisir barang-barang yang diusulkan
untuk dihapus, dengan menyesuailkan data yang
tercantum dalam kartu inventaris barang;

b. meneliti bukti-bukti kepemilikan atas barang-barang
vang diusulkan penghapusan dari Organisas:
Perangkat Daerah;

c. meneliti secara administrasi dan fisik dengan
mmempertimbangkan segi sosial, ekonomi dan
kepentingan pemerintahan;

d. mengkaj kelaikan barang yang  diusulkan
penghapusan dari Organisasi Perangkat Daerah;

e. menylapkan penyusunan surat keputusan
penghapusan barang milik daerah;

f. membuat berita acara penghapusan barang milik
daerah; dan

. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung
jawab kepada Bupati Sukoharjo.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.



KEEMPAT . Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 028.1.05/719/2013 tentang
Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah
Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KELIMA . Keputusan Bupati i1 mulal berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal \® Al 604

BUPATI SUKOHARJO,

F‘__“rﬁ)

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini
disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukcharjo di
Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

4. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo yang terkait.




SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DA

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor

Tanggal :

KABUPATEN SUKOHARJO

(7]
&
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NO JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM PANITIA
1 2 3 4
1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Pengarah Mengarahkan
. Sukoharjo. pelaksanaan Keglatan

2. | Asisten Administrasi Umum Ketua Bertanggung jawab
Sekretaris Daerah Kabupaten terhadap pelaksanaan
Sukoharjo. kegiatan

3. | Kepala Badan Keuangan Wakil Ketua Membantu tugas-tugas

' Daerah Kabupaten Sukoharjo. ketua.

4. | Kepala Bidang Aset Daerah Sekretaris Bertanggung jawab di
pada Badan Keuangan Daerah bidang keseKkretariatan.
Kabupaten Sukoharjo.

S. | Sekretaris Badan Keuangan A ' Bertanggung jawab sesuai
Daerah Kabupaten Sukoharjo. nggota bidang tugasnya

6. | Kepala Bagian Hukum Anggota Bertanggung jawab sesuai
Sekretariat Daerah Kabupaten bidang tugasnya
Sukoharjo.

7. | Kepala Bidang Akutansi dan A " Bertanggung jawab sesuai
Pelaporan pada Badan ngsota bidang tugasnya
Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

8 | Kepala Sub Bagian Umum dan Anggota Bertanggung jawab sesual

Kepegawaian pada Sekretariat
Inspektorat Kabupaten
Sukoharjo.

bidang tugasnya

y
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2 3 4
9. | Kepala Sub Bidang A " Bertanggung jawab sesuai
Penatausahaan Aset Daerah Hegota bidang tugasnya
pada Bidang Aset Daerah
i Badan Keuangan Daerah
, - Kabupaten Sukoharjo.
10 ' Kepala Sub Bidang Perubahan Anggota Bertanggung jawab sesuai
' Status Hukum dan bidang tugasnya
Pengamanan Aset Daerah
pada Bidang Aset Daerah
Badan Keuangan Daerah
" Kabupaten Sukoharjo.
11. Kepala Sub Bidang Bertanggung jawab sesual
- Pendayagunaan dan Anggota bidang tugasnya
Pemanfaatan Aset Daerah pada
'Bidang Aset Daerah Badan
- Keuangan Daerah Kabupaten
' Sukoharjo.

12. | Pengurus Barang pada A X Bertanggung jawab sesuai
Perangkat Daerah. Hegota bidang tugasnya

13. | Haryanto,S.Sos,M.S1.MH. A " Bertanggung jawab sesuai

; 'NIP. 19671104 199503 2 003. Hes0la bidang tugasnya
‘ Fungsional Umum pada Badan

‘ \ Keuangan Daerah Kabupaten

| Sukoharjo.

14. | Endro Hadi Wiyono, S.Sos. A Bertanggung jawab sesuai
NIP. 19680317 199803 1 001 nggota bidang tugasnya
Fungsional Umum pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten

- Sukoharjo.
15, | Eko Sulistyo. A " Bertanggung jawab sesuai
i NIP. 19790529 200901 1 003 Nesota bidang tugasnya
1 Fungsional Umum pada Badan

Keuangan Daerah Kabupaten

i Sukoharjo.
|
' 16. | Untung Raharijo. Anggota Bertanggung jawab sesuai

NIP. 19700617 200701 1 015
Fungsional Umum pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten
Sukohano.

bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,
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